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Nomor : 10 /TL  Pengaduan 3.5.6/VI/ 2020         

Lampiran :  - 

Perihal :  Mohon Klarifikasi 

 

Kepada Yth. 

Pimpinan PT. Tuna Sawa Erma POP A 

Di – 

 Tanah Merah 

          

Dengan hormat,  

Komnas HAM pada 18 Mei 2020 menerima pengaduan dari Direktur SKP KAME dan 

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat yang tergabung dalam Koalisi LSM se Papua 

mewakili keluarga korban perihal dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 

oknum anggota polisi atas nama Brigpol Melkianus Yowei yang menyebabkan seorang 

warga sipil atas nama Marius Betera meninggal dunia.  

Kejadian bermula ketika korban mendatangi Kantor PT. Tunas Sawa Erma POP A pada 

16 Mei 2020 sekitar 10.00 WIT untuk meminta penjelasan terkait penggusuran tanaman 

di kebun milik korban yang diduga dilakukan oleh pihak perusahaan. Kemudian korban 

bertemu Manager Perencanaan an. Andi Suparna namun korban tidak puas atas 

penjelasan yang disampaikan oleh Manager lalu korban hendak pulang ke rumah. Saat 

keluar di halaman Perusahaan, korban mengambil beberapa alat tajam yang disimpan 

korban di depan Kantor Perusahaan. Tiba-tiba korban didatangi Brigpol Melkianus 

Yowei yang langsung menegurnya dan merampas alat tajam tersebut serta melakukan 



penganiayaan. Atas tindakan ini, korban kemudian pergi ke Pos Polisi untuk 

melaporkan apa yang dialaminya termasuk soal penggusuran tanaman miliknya. 

Namun korban tidak berhasil menemui Kapospol. Sekitar pukul 13.00 WIT korban 

mengeluh sakit dan hendak berobat ke klinik Perusahaan. Saat korban tiba di Pos 

Satpam depan klinik, tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Lalu korban dipapah ke dalam 

klinik dan dinyatakan meninggal dunia.       

Berdasarkan pengaduan tersebut dan sesuai dengan kewenangan Pemantauan 

Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, Kami meminta Pimpinan PT.Tunas Sawa Erma POP A memberikan 

klarifikasi atas permasalahan ini berkaitan dengan beberapa hal, yakni; 

- Soal penggusuran tanaman milik korban yang diduga dilakukan oleh pihak 

Perusahaan. Sesungguhnya apa yang terjadi dan bagaimana ceritanya? 

- Soal penjelasan yang disampaikan oleh Manager Perencanaan kepada korban. 

Sesungguhnya hal apa yang disampaikan dan bagaimana ceritanya? 

- Soal keberadaan Pos Polisi di areal perusahaan. Sejak kapan keberadaan 

Pospol tersebut dan atas permintaan siapa?  

- Soal hasil pemeriksaan korban oleh klinik Perusahaan. Sesungguhnya secara 

medis, apa yang menyebabkan korban meninggal dunia? 

- Upaya apa saja yang telah dilakukan pihak perusahaan dalam menyelesaikan 

permasalahan ini? 

Hak setiap warga negara untuk untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan 

permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun 

administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, 

sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim 

yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar dijamin dalam Pasal 

17 UU No. 39 Tahun 1999. Pengabaian terhadap hak  warga negara merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia.   

Hal ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menindaklanjuti pengaduan dimaksud. 

Surat tanggapan Saudara kami tunggu dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak 

surat ini diterima. 



Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. 

 

 
 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
Perwakilan Papua 

Plh.Kepala  
 
 
 
 

Melchior S. Weruin, SH 
 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth,    

1. Ketua Komnas HAM RI di Jakarta sebagai laporan 

2. Bupati Boven Digoel di Tanah Merah 

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah 

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua di Jayapura 

5. Uskup Keuskupan Agung Merauke di Merauke 

6. Direktur SKP KAME di Merauke 

7. Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat di Merauke 

8. Arsip 

(jo) 


